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Dari

Redaksi

Hingga saat ini, perempuan masih mengalami berbagai
kekerasan dan diskriminasi dalam berbagai aspek dan
konteks. Kekerasan seksual, Perkawinan anak, dan poligami
terus menjadi praktik di masyarakat dengan angka yang
cukup tinggi. Angka kekerasan terhadap perempuan juga
terus meningkat. Sebagaimana data Catatan Tahunan Komnas
Perempuan menyatakan peningkatan paling signifikan kasus
kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2011 sampai
2012 mencapai 35%, sedangkan dari tahun 2014 sampai
2015 meningkat sebanyak 9%. Sebaliknya, upaya
perlindungan perempuan masih belum menjadi prioritas.
Bahkan, tindakan represif sekelompok orang yang intoleran
dan tak jarang menyasar perempuan dibiatkan terus terjadi.
Sebagai contoh, sekelompok orang yang menamakan diri
Gerakan Menutup Aurat (GEMAR) di Yogyakarta kerap
memaksa perempuan untuk mengenakan jilbab di ruang
publik maupun dari rumah ke rumah warga.

Kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan seringkali
juga dilanggengkan melalui budaya. Sunat Perempuan
misalnya, secara nyata merupakan praktik sistem sosial dari
budaya patriarki yang menindas seksualitas perempuan.
Situasi di atas semakin diperburuk oleh legitimasi negara
melalui kebijakan-kebijakannya yang mendiskriminasi
perempuan. Tercatat hingga 2016, ada 421 kebijakan
diskriminatif telah disahkan dan diimplementasikan di
Indonesia serta berdampak langsung terhadap masyarakat
khususnya perempuan. Di antaranya, Peraturan Daerah No. 6
tahun 2014 tentang Hukum Pidana (Qanun Jinayah) di Aceh,
Peraturan Desa No. 5 tahun 2006 tentang Hukum Cambuk di
desa Padang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan,
Peraturan Daerah No. 18 tahun 2014 tentang Etika
Berbusana di Kota Kendari, dan lain sebagainya.

Berbagai penindasan terhadap perempuan di atas menjadi
tantangan yang sangat besar bagi perempuan untuk dapat
memiliki kedaulatan. Perempuan terus menerus dikotrol,
baik oleh sistem sosial dan praktiknya, interpretasi agama,
budaya, maupun kebijakan-kebijakan negara. Dengan
demikian, perempuan perlu melawan penindasan yang
dihadapi untuk merebut kembali kedaulatannya atas tubuh,
pikiran, ruang gerak dan hasil kerjanya.
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Sunat Perempuan:
Praktik Kekerasan terhadap Seksualitas Perempuan

A. Latar Belakang

Sunat perempuan merupakan praktik kuno
yang sudah sangat lama dilakukan secara
turun temurun. Para antropolog
mengungkapkan sunat perempuan telah
dipraktikkan di Mesir Kuno, yang
dibuktikan dengan ditemukannya mumi
dengan klitoris terpotong pada abad ke 16
SM. ! Bukti tersebut diperkuat dengan
ditemukannya relief-relief tentang Female
Genital Mutilation (FGM) atau pemotongan
alat kelamin perempuan di Mesir yang
berasal dari tahun 2800 SM.2

Praktik  sunat  perempuan  sangat
dipengaruhi oleh tradisi Yahudi yang juga
memiliki pengaruh besar pada ajaran-
ajaran agama samawi setelahnya, seperti
Kristen dan Islam. Menyebarnya agama
samawi ke penjuru dunia, kemudian juga
membawa sunat perempuan menjadi
ajaran yang dipraktikkan tidak hanya di
Mesir saja.3 Sampai saat ini praktik sunat perempuan sudah melebur menjadi bagian
dari budaya yang secara turun temurun dilakukan di berbagai belahan dunia. Sunat
Perempuan telah dipraktikkan dilebih dari 28 negara antara lain di Afrika, beberapa
Timur Tengah, dan sebagian kecil Negara-negara Asia, Amerika Utara, Amerika Latin
dan Eropa.”

Di Indonesia sendiri pengaruh agama islam terhadap praktik sunat perempuan juga
terjadi dan turut dilanggengkan oleh budaya secara turun temurun di beberapa
daerah. Sebuah penelitian dilakukan Population Council pada tahun 2001-2003 di
enam wilayah antara lain, Padang, Padang Pariaman, Serang, Kutai Kertanegara,
Sumenep, Makasar, Bone, dan Gorontalo. Hasil penelitian itu menyebutkan bahwa
mayoritas perempuan yang beragama islam di tiap wilayah tersebut disunat.

Bahkan, Indonesia menjadi negara ketiga tertinggi dengan jumlah praktik sunat
perempuan terbanyak di dunia. Pada tahun 2016 terdapat 200 juta perempuan dan
anak perempuan di dunia yang mengalami sunat perempuan. Angka ini naik 60 juta
dari data tahun 2014 yang mencatat terdapat 140 juta praktik sunat di dunia. Dari
sekitar 200 juta perempuan dan anak perempuan di dunia yang disunat, lebih dari
separuhnya berasal dari hanya tiga negara, yaitu Mesir, Ethiopia dan Indonesia. %

' Asriati Jamil, “Sunat Perempuan dalam Islam: Sebuah Analisis Jender”, dalam Refleks: Jurnal Kajian
Agama dan Filsafat, Vol.3, No.2, 2001, hal.53

2 Gadis Arivia,Feminisme: Sebuah Kata Hatj (Jakarta: Kompas, 2006), hal.189

3 http://lib.ui.ac.id/file ?file=digital/127442-RB07P361k-Khitan%20perempuan Literatur.pdf

4 Lili Zakiyah Munir. 2006. http://kompas.com/kompas cetak/0511/26/swara/2228466.htm. Diakses
tanggal 28 September 2007 pukul 16.34

5 Penelitian UNICEF, 2016



Solidaritas Perempuan
Kedaulatan Perempuan Atas Seksualitas

Berdasarkan penelitian, alasan yang melandasi dipraktikannya sunat perempuan
mayoritas adalah karena agama, dan lainnya karena adat.s Praktik sunat perempuan
mulai dikenalkan dan dipraktikkan selaras dengan datangnya Islam di Indonesia. Hal
ini sejalan dengan Islam di Indonesia yang sebagian besar mermazhab Syafi’i di mana
mazhab tersebut mewajibkan sunat dilakukan kepada anak laki-laki dan juga
perempuan.

Penelitian kualitatif mengenai sunat perempuan dilihat dari perspektif agama yang
dilakukan oleh seorang aktivis perempuan, Nong Darol Mahmadah, menemukan
bahwa argumentasi anjuran sunat bagi perempuan adalah untuk menekan hasrat
seksual perempuan. Sunat perempuan dilakukan agar hasrat seksual perempuan
terkendali, sehingga tidak agresif guna menjaga keperawanan dan kesucian
perempuan. 7 Pandangan ini jelas sangat berhubungan dengan cara pandang
patriarkhi yang melihat perempuan harus dikontrol, termasuk hasrat seksualnya.

B. Aspek Kesehatan pada Sunat Perempuan

Sunat perempuan dengan pemotongan sebagian dari vagina perempuan dapat
mengakibatkan dampak buruk. Secara psikologis pemotongan tersebut yang
biasanya dilakukan tanpa obat bius berdampak pada trauma yang dialami
perempuan. Kemudian secara fisik praktik sunat perempuan dengan Female Genita
Multilation (pemotongan klitoris perempuan) juga kerap mengakibatkan perdarahan
yang berujung pada kematian.

World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa sunat perempuan tidak
memiliki keuntungan kesehatan bagi perempuan, bahkan sebaliknya praktik ini
sangat membahayakan. Sunat perempuan dapat berdampak pada kesehatan
perempuan, termasuk merusak fungsi natural dari tubuh perempuan. Sunat
perempuan juga berdampak pada kesehatan psikis, seperti timbulnya trauma
psikologis yang berkepanjangan.?

Dampak yang bisa timbul dari sunat perempuan terutama yang dilakukan dengan
cara memotong atau merusak Klitoris, antara lain perdarahan dan sakit kepala luar
biasa yang dapat mengakibatkan shock atau kematian, infeksi pada seluruh organ
panggul, tetanus dan gangrene yang dapat menyebabkan kematian, serta kesulitan
atau sakit saat buang air karena adanya pembengkakan dan sumbatan pada saluran
urine. Sedangkan dampak jangka panjang dari sunat perempuan antara lain sakit
berkepanjangan saat berhubungan seks, disfungsi seksual (tidak dapat mencapai
orgasme saat berhubungan seks), disfungsi haid, dan lain sebagainya.?

C. Sunat Perempuan: Bentuk Kontrol Seksualitas Perempuan

Meskipun di Indonesia sunat perempuan mayoritas hanya dilakukan secara simbolis
namun bukan berarti hal itu tidak menimbulkan dampak buruk bagi perempuan.
Berdasarkan berbagai kajian, sunat perempuan dilakukan dengan tujuan untuk
mengontrol hasrat seksual perempuan, agar perempuan tidak menjadi ‘binal.” Hal ini
didasari oleh cara pandang mengenai ‘perempuan baik-baik’ yang selama ini
ditentukan oleh masyarakat yang didominasi oleh budaya patriarki. Pengontrolan

6 Population Council Jakarta,Research Report Female Circumcision ini Indonesia: Extent Implication
and Possible Intervention to Uphold Womens Health Right, {(Jakartta: 2003), hal. 25 31

" Nawal etSaadawiPerempuan dalam Budaya Patriarki (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hal.
61-72

8 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs24 1/en/

9 http://www.femina.co.id/article/efeksunat -perempuan- bagi-kesehatan
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hasrat seksual perempuan dilakukan dengan asumsi bahwa perempuan baik-baik
tidak boleh memiliki hasrat seksual, tidak boleh agresif, dan harus pasif secara
seksual. Artinya, secara seksual perempuan hanya dipandang sebagai objek, untuk
kepentingan laki-laki yang dianggap sebagai subjek. Perempuan dianggap tidak
memiliki hak penuh atas tubuh dan pilihannya, termasuk pilihan terkait
seksualitasnya. Sunat perempuan menjadi salah satu alat untuk menghilangkan
eksistensi perempuan sebagai subjek, dan hanya menjadikan perempuan sebagai
makhluk kelas dua yang tidak memiliki otoritas atas tubuh dan hasrat seksualnya.

Secara lebih lanjut, pandangan demikian juga menjadi dasar dari pengekangan
terhadap tubuh, pikiran, dan hasil kerja perempuan. Perempuan seringkali dibatasi
ruang geraknya terutama di area publik. Pandangan masyarakat menentukan bahwa
perempuan baik adalah perempuan yang pasif dan tidak lebih aktif dari laki-laki, tidak
berkegiatan di ruang publik, dan patuh perintah pemimpinnya yakni laki-laki.
Sementara, perempuan yang beraktivitas di ranah publik kerap dianggap sebagai
perempuan tidak baik bahkan melanggar kodrat. Untuk itu perempuan kemudian
ditundukan dan dikendalikan melalui berbagai cara termasuk lewat sunat
perempuan.

Pengekangan terhadap perempuan dengan berkedok agama, dan budaya ini
berdampak buruk bagi perempuan. Perempuan menjadi manusia terpinggirkan
karena ruang geraknya terbatas di ranah domestik. Perempuan tidak dianggap
sebagai pihak pengambil keputusan sehingga seringkali tidak dilibatkan di dalam
berbagai proses pengambilan keputusan mulai dari tingkat keluarga, masyarakat,
hingga negara. Perempuan menjadi tidak berdaya karena dibuat bergantung pada
laki-laki, sehingga perempuan tidak memiliki kemandirian di dalam berbagai aspek,
termasuk dalam bidang ekonomi.

D. Kebijakan terkait Sunat Perempuan

Sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Penghilangan Segala Bentuk
Diskriminasi teradap Perempuan (The Convention on the Elimination of all forms of
Discrimination Against Women), melalui UU No. 7 Tahun 1984, Indonesia terikat
untuk memenuhi kewajibannya menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan.
Sebagai bagian dari kewajiban tersebut, Rekomendasi CEDAW No. 14 tentang Sunat
Perempuan mewajibakan Indonesia untuk memberantas praktik sunat perempuan,
termasuk di dalamnya mengambil sejumlah tindakan yang tepat dan efektif dengan
tujuan untuk memberantas praktik sunat perempuan, salah satunya melalui
kebijakan kesehatan nasional sebagai strategi untuk menghilangkan sunat
perempuan di lembaga pelayanan kesehatan.

Sementara, peraturan pemerintah dalam hal ini menteri kesehatan terkait sunat
perempuan sempat mengalami berbagai dinamika. Pelaksanaan sunat perempuan
pernah dilarang melalui Surat Edaran No HK.00.07.1.3.1047a tahun 2006. Larangan
ini sempat dicabut pada tahun 2010 dengan Peraturan Menteri Kesehatan 2010
Nomor 1636/MENKES/X1/2010 tentang Sunat Perempuan yang mengatur mengenai
tata cara sunat perempuan kepada paramedis sebagai sebuah tindakan medis.

Peraturan tersebut kemudian menuai beragam reaksi khususnya dari pihak-pihak
yang tidak menyetujui jika praktik sunat perempuan mendapat legitimasi dari
Negara. Hingga kemudian, Kementerian Kesehatan RI kembali mengeluarkan
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Pencabutan Peraturan Tentang Sunat Perempuan pada tahun 2010 tersebut. Dengan
Permen nomor 6 tahun 2014 yang mencabut ketentuan tata cara sunat perempuan,
maka Kementerian Kesehatan RI tidak mengakui sunat perempuan sebagai tindakan
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medis. Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia juga menyatakan
kementeriannya melakukan edukasi dan sosialisasi kepada tenaga medis bahwa
sunat perempuan tidak ada manfaatnya.1?

Sayangnya, berbagai kebijakan yang melarang sunat perempuan di atas masih
terkendala di dalam implementasinya. Hingga saat ini, sunat perempuan di Indonesia
masih terus dipraktikkan. Bahkan ada petugas medis yang terlibat di dalam
melakukan sunat perempuan. Seperti yang ditemukan beberapa waktu lalu di
Makassar, ditemukan ada beberapa klinik yang menyediakan jasa sunat perempuan
dengan menggunakan tenaga medis.

E. Posisi dan Desakan Solidaritas Perempuan

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa Sunat Perempuan merupakan Kekerasan
terhadap perempuan. Praktik sunat perempuan bukan hanya memberikan dampak
buruk bagi baik kesehatan secara fisik maupun psikologis, tetapi merupakan bentuk
diskriminasi dan melanggengkan ketidakkadilan gender. Sunat perempuan
merupakan bentuk penindasan dan kontrol terhadap seksualitas perempuan karena
menjadikan perempuan sebagai objek yang ditundukkan oleh kuasa laki-laki, baik di
dalam keluarga maupun masyarakat.

Secara hukum, Sunat Perempuan secara jelas juga bertentangan dengan berbagai
peraturan perundang-undangan, seperti UUD 1945, UU no. 39 tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia, UU No. 8 tahun 1974 tentan Ratifikasi Konvensi Anti Diskriminasi
terhadap Perempuan ( The Convention on the Elimination of all forms of Discrimination
Against Women), UU No 12 tahun 2005 tentang Rativikasi Kovenan Hak Sipil dan
Politk serta Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan
perubahannya yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 20014. Oleh karena hal tersebut
maka Solidaritas Perempuan tidak membenarkan segala bentuk praktik sunat
perempuan, dengan alasan apapun.

Untuk  ituy, Solidaritas Perempuan mendesak  pemerintah  untuk
mengimplementasikan dan mensosialisasikan Peraturan Kementerian Kesehatan RI
nomor 6 tahun 2014 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1636/Menkes/Per/Xii/2010 Tentang Sunat Perempuan, sebagai upaya untuk
memberantas praktik sunat perempuan sebagaimana diwajibkan dalam rekomendasi
CEDAW no. 14. Kami juga mendesak pemerintah untuk memberi sanksi yang tegas
bagi institusi kesehatan, paramedis, dan individu yang masih melayani praktik sunat
perempuan.

10 hitp://www.voaindonesia.com/content/peraturan- menteri-kesehatan-ri- soal-sunat-perempuan-telah -

dicabut/1839905.html
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Indonesia adalah negara kesatuan yang terdiri dari beragam suku dan budaya. Kondisi
demikian, menjadikan Indonesia kaya akan kearifan lokal sebagai budaya yang
dipraktikkan sebagai falsafah hidup masyarakatnya, termasuk di antaranya adalah nilai-
nilai keadilan gender dan toleransi. Namun, dalam perjalanannya, kearifan lokal dan nilai-
nilai adil gender tersebut kian tergerus dan hilang. Hal ini salah satunya diakibatkan
meningkatnya fundamentalisme agama secara global termasuk juga di Indonesia. Melalui
tafsir-tafsir agama yang dskriminatif, kelompok fundamentalisme ini kerap menyasar
seksualitas perempuan, di mana tubuh, pikiran, ruang gerak, dan hasil kerjanya dikontrol
atas nama agama dan moralitas. Diskriminasi terhadap perempuan juga diperkuat oleh
praktik-praktik sosial, dan bahkan oleh negara melalui berbagai kebijakan
diskriminatifnya.

Karena itu, penting untuk menggali dan menemukenali nilai-nilai adil gender tersebut.
Dalam upaya tersebut, Solidaritas Perempuan menyelenggarakan “Konferensi Nasional
Promosi Budaya Adil Gender, Upaya Menghapus Diskriminasi terhadap Perempuan”
sebagai sebuah ruang untuk berbagi situasi dan pengalaman dari berbagai wilayah
mengenai nilai-nila adil gender. Kegiatan ini melibatkan tokoh agama, jurnalis,
perempuan akar rumput, CSO, dan kelompok muda untuk memperkaya sudut pandang
dalam melihat nilai-nilai adil gender tersebut.

Konferensi yang diikuti oleh
ENS! _ kurang lebih 30 organisasi ini
'usi(-iluda\raﬂdil : - berhasil menggali budaya adil
< kg ' gender yang selama ini

ey . D, SN S dipraktikkan oleh perempuan di
- 4 ‘ e
\ -.‘”'_\‘."'.

komunitas. @ Misalnya  saja
masyarakat di Makassar telah
lama menjunjung tinggi dan
hidup dengan nilai-nilai
toleransi dan keberagaman
B identitas gender Sejak dulu
: \ ~ terdapat lima jenis gender yang

R, diakui, yaitu Perempuan, Laki-
SES SRS snats: laki, Calalai yakni perempuan
yang berpenampilan seperti laki-laki, Calabai yakni laki-laki yang berpenampilan seperti
perempuan dan Bisu yakni bukan lali-laki dan bukan perempuan. Mereka dapat hidup
berdampingan dengan damai tanpa diskriminasi dengan warga lokal. Bahkan Bissu
memiliki posisi penting di dalam sistem sosial, karena diyakini memiliki kekuatan megis
dan mampu berkomunikasi langsung dengan leluhur sehingga menjadi rujukan bagi
semua lapisan masyarakat untuk meyelesaikan segala permasalahan dari penyakit
sampai politik. Kemudian ada Awig-qwiq di desa Kekeri, Lombok yakni menjaga mata air
untuk kepentingan perempuan. Juga tarian Dero di Poso, Sulawesi Tengah yang seringkali
dipertunjukkan dalam setiap acara di kampung. Tarian ini bermakna kesetaraan peran
antara laki-laki dan perempuan dalam menjaga perdamaian.

Para tokoh agama dalam konferensi ini juga bersama-sama melakukan reinterpretasi
dengan memberikan rumusan nilai-nilai agama terkait hak perempuan ataupun yang
tidak mendiskriminasi perempuan. Seperti yang diungkapkan Musdah Mulia misalnya,
“Amar ma'ruf nahi munkar yaitu humanisasi, menanamkan nilai-nilai humanisme atau
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HAM. Jadi misi manusia harus dilakukan sampai akhir hidup ini. Visi dan misi sudah jelas
bagaimana peran laki-laki dan perempuan adalah setara.” Melalui interpretasi tersebut,
jelaslah bahwa agama tidak seharusnya digunakan untuk mendiskriminasi maupun
mengontrol perempuan.

Media merupakan sebuah sarana untuk mempromosikan berbagai nilai yang ada di
masyarakat. Ternyata, selama ini telah muncul beberapa inisiatif media untuk
menyuarakan situasi perempuan untuk mendorong nilai adil gender. Inisiatif tersebut
diwujudkan misalnya melalui rubrik khusus perempuan, ataupun Kode Etik Jurnalistik.
Hal itu disampaikan oleh para jurnalis yang terlibat dalam Konferensi. Meski demikian
inisiatif-inisiatif tersebut perlu terus diperkuat, termasuk dengan membangun sinergitas
bersama masyarakat sipil untuk mempromosikan nlai-nilai budaya adil gender. “Melalui
Konferensi ini akhirnya para jurnalis mampu memahami gender dan budaya ad il gender;
sehingga media dapat menjadi jembatan dalam menyampaikan budaya adil gender ke
masyarakat luas dengan bahasa yang paling tepat,” ungkap Fitri, jurnalis dari Mataram.

Dialog dengan Pemerintah

Hasil dari Konferensi Promosi Budaya Adil Gender juga disampaikan kepada pemerintah,
melalui dialog dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Kemennterian Dalam Negeri. Melalui
Dialog tersebut SP menyampaikan bahwa negara kerap melakukan diskriminasi melalui
kebijakan-kebijakan diskriminatif. “Masih ada kebijakan yang substansinya masih sangat
mendiskriminasi perempuan, meski hal ini sudah disampaikan beberapa kali kepada
pemerintah,” pungkas Ketua
Badan Eksekutif Nasional
Solidaritas Perempuan, Puspa
Dewy. Beberapa kebijakan yang
dimaksud antara lain Peraturan
Daerah No. 6 tahun 2014 tentang
Hukum Pidana (Qanun Jinayah) di
Aceh, Peraturan Desa No. 5 tahun
2006 tentang Hukum Cambuk di
desa Padang, Kabupaten
Bulukumba, Sulawesi Selatan,
Peraturan Daerah No. 18 tahun
2014 tentang Etika Berbusana di
Kota Kendari, dan lain sebagainya.
Menaggapi situasi yang disampaikan oleh SP tersebut pemerintah berkomitmen untuk
menindaklanjutinya. “Jika ada kebijakan diskriminatif laporkan pada kami, dan kami akan
segera mencabutnyal” tegas Widodo Sigit Pudjianto, SH. HM (Kepala Biro Hukum
Kementerian Dalam Negeri di hadapan peserta Konferensi.

Konferensi nasional promosi budaya adil gender juga menghasilkan komitmen bersama
dalam deklarasi “Hentikan Diskriminasi terhadap Perempuan, melalui Promosi Budaya
Adil Gender” yang menyerukan:

1. Pemerintah Pusat dan Daerah, khususnya Kementerian Hukum dan HAM,
Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak untuk mendukung budaya adil gender melalui harmonisasi
kebijakan dan excecutive review kebijakan Diskriminatif yang bertentangan
dengan nilai adil gender, serta mengimplementasikan CEDAW berdasarkan tugas
pokok, dan fungsi masing-masing.
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2. DPR RI untuk memprioritaskan pembahasan RUU Kesetaraan dan Keadilan
Gender, merevisi UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta menjalankan
fungsi pengawasan terhadap implementasi CEDAW dan Peraturan Perundang -
undangan lainnya yang menjamin penghapusan diskriminasi terhadap
perempuan.

3. DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk mencabut dan atau merevisi
kebijakan-kebijakan diskriminatif, di antaranya; Peraturan Daerah No. 6 tahun
2014 tentang Hukum Pidana (Qanun Jinayah) di Aceh, Peraturan Daerah No. 18
tahun 2014 tentang Etika Berbusana di Kota Kendari, Perda-Perda Pelacuran dan
Prostitusi di Bantul, Tangerang, Palembang, Lampung, Peraturan Bupati Lombok
Timur No.26 Tahun 2014 tentang Retribusi Daerah, Peraturan Desa No. 5 tahun
2006 tentang Hukum Cambuk di desa Muslim Padang Kabupaten Bulukumba,
Sulawesi Selatan, dan Perda Diskriminatif lainnya.

4. Aparat Penegak Hukum untuk tegas dan konsisten dalam penerapan UU No. 23
Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU No. 23
tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 21 tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Peraturan Perundang-
undangan lainnya yang mengandung nilai adil gender, serta menindak dan
menghukum pelaku-pelaku kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan

5. Tokoh agama dan kepercayaan, Tokoh Adat, Akademisi, Jurnalis dan seluruh
masyarakat untuk mendorong penghapusan kebijakan diskriminatif dan
mempromosikan budaya adil gender sesuai dengan perannya masing-masing.
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Judicial Review Qanun Jinayat

Wawancara dengan Puspa Dewy
(Ketua BEN SP dan Pemohon Judicial Review Qanun Jinayat)

Peraturan Daerah Aceh No. 6 tahun 2014
tentang Hukum Pidana (Qanun Jinayah),
merupakan salah satu dari 421
Peraturan Daerah yang diskriminatif an
dan menyesar seksualitas perempuan. A ¥

Qanunini, baik secara substansimaupun &
implementasinya telah memperkuat
kekerasan terhadap perempuan, bahkan 1[4

mengkriminalisasi perempuan. Qanun
Jinayat, dan Qanun-ganun lainnya di
Aceh, juga memberikan efek domino, di
mana sejak munculnya kebijakan
diskriminatif tersebut sejumlah daerah
lain di Indonesia juga ikut membuat
Kebijakan dengan mengatasnamakan M

agama yang mendiskriminasi perempuan maupun kelompok minoritas lainnya.

Menyadari hal tersebut, Solidaritas Perempuan bersama ICJR (Institute For Criminal
Justice Reform) telah mengajukan Judicial Review Qanun Jinayat kepada Mahkamah
agung pada Oktober 2015, sebagai salah satu upaya untuk menghilangkan kekerasan dan
diskriminasi terhadap perempuan melalui kebijakan tersebut. Yuk, simak wawancara tim
redaksi bersama Puspa Dewy (Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan)
sebagai salah satu pemohon Judicial Review untuk mengetaui mengenai proses |JR
tersebut.

1. Bagaimana posisi SP terhadap terhadap Qanun Jinayat?

Solidaritas Perempuan (SP) merupakan organisasi yang secara konsisten melakukan
perjuangan terhadap hak-hak perempuan dan kelompok marginal lainnya, salah satunya
adalah hak perempuan atas seksualitas. Salah satu perjuangan SP adalah melawan
berbagai bentuk mekanisme yang menindas seksualitas perempuan, termasuk kebijakan
diskriminatif yang mengontrol tubuh, pikiran, ruang gerak dan hasil kerja perempuan.
Qanun Jinayat adalah salah satu kebijakan diskriminatif yang mengancam kedaulatan
perempuan atas tubuh, pikiran dan ruang geraknya. Pada Qanun Jinayat terdapat pasal-
pasal yang secara nyata mendiskriminasikan serta potensi kekerasan dan
mengkriminalisasi perempuan. Oleh karena itu, SP melakukan JR untuk
merevisi/mencabut Qanun Jinayat.

2. Kenapa SP mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Agung (MA)?

Qanun Jinayat, selain diskriminatif dan mengancam kedaulatan perempuan, juga
bertentangan dengan sejumlah Peraturan Perundang-undangan Nasional, termasuk
Konstitusi Negara kita. Mahkamah Agung merupakan lembaga yudikatif yang memiliki
kewenangan untuk menguji materi Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-
undang, termasuk Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Undang-undang.
Sehingga sudah sepatutnya, MA sebagai lembaga peradilan bertanggung jawab dalam
memastikan tidak ada Peraturan yang mencedarai rasa keadilan masyarakat, perempuan
dan laki-laki.
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3. Apa saja konten spesifik mengenai perempuan yg diajukan dalam
permohonan JR tersebut?

SP bersama ICJR mengajukan 8 pasal yang dinilai diskriminasi dan potensi terhadap
kekerasan dan kriminalisasi bagi perempuan dan anak, serta melanggar 10 Undang-
Undang Nasional. Pasal-pasal tersebut terkait pasal pembenaran dan pemaafan
(impunitas), pasal perkosaan, pasal perzinahan dan pasal terkait hukuman cambuk.

4. Apatanggapan SP terhadap putusan MA terkait pengajuan JR Qanun Jinayat?

Putusan MA terkait permohonan JR adalah Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk
Verklaard), yang artinya pertimbangan MA dalam putusan hanya persoalan administratif
tetapi tidak secara substantif. Sementara, substansi terhadap permohonan JR Qanun yang
diajukan SP dan ICJR belum dibahas dan menjadi pertimbangan pada putusan MA
tersebut. Oleh karena itu, kami akan mengajukan kembali JR Qanun Jinayat.

5. Apayang akan dilakukan kedepan untuk advokasi Qanun Jinayat?

SP akan terus menyuarakan dan mengadvokasi kebijakan-kebijakan diskriminatif,
termasuk Qanun Jinayat. SP juga terus memperkuat dan memperluas jejaring perempuan,
baik lokal, nasional dan internasional, untuk bersama dengan SP memperjuangkan hak-
hak perempuan yang terdiskriminasi dan dikontrol oleh Qanun Jinayat.

CATATAN TERHADAP PUTUSAN JUDICIAL REVIEW
MAHKAMAH AGUNG ATAS QANUN JINAYAT DARI
PENDEKATAN FEMINIS HUKUM

Oleh: Ratna Batara Munti, M.S , Direktur LBH APIK Jakarta
(Disampaikan pada Workshop Nasional Membangun Advokasi Qanun Jinayat
yang diselenggarakan oleh Solidaritas Perempuan)??

Hal yang krusial dari pendekatan/ kerangka hukum feminis adalah pertama
mempertanyakan asumsi netralitas dan objektivitas dari hukum. Apakah benar hukum
itu netral dan objektif sebagaimana yang didengungkan oleh para ahli hukum dan apakah
semua orang benar-benar memiliki kedudukan yang sama di muka hukum (“equality
before the law”). Kenyataannya tidak seperti yang diasumsikan/diprinsipkan. Feminis
hukum mengidentifikasi bahwa hukum pada dasarnya adalah sebuah produk politik
sekaligus hasil konstruksi sosial budaya yang eksis pada saat ia dibuat. Rumusan hukum
seringkali merupakan cerminan dari nilai/keyakinan yang dominan di masyarakat
(kelompok yang berkuasa). Ia merepresentasikan kepentingan/wacana/rezim
pengetahuan tertentu yang mendiskualifikasi pengetahuan yang lain (pengalaman
perempuan). Salah satu contoh: pengaturan yang membakukan peran domestik
perempuan dalam UUP No.1/1974, mencerminkan ideologi gender di masyarakat, yakni
hasil kekuatan politik patriarkhi, dan representasi pengetahuan/kebenaran tunggal
tentang peran utama perempuan yakni sebagai istri/ibu rumah tangga.

Lebih jauh, pendekatan feminis tidak saja memberikan keterampilan dalam
menganalisis hukum, mengidentifikasi dampak hukum terhadap situasi perempuan,
dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan kunci,--seperti: “apakah hukum dan
praktek yang ada telah mengangkat atau justru menyumbang situasi atau masalah
perempuan (diskriminasi, subordinasi, stigma/stereotyping, beban berlebihan,

11Disampaikan pada workshop “Membangun Strategi Advokasi Kebijakan Diskriminatif “Qanun
Jinayah”, yang diadakan oleh Perkumpulan Solidaritas Perempuan di Griya Patria, Jakarta, 6
September 2016
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kekerasan, marginalisasi, kemiskinan,dll) ? Bagaimana aturan dan praktek tsb
mendiskriminasikan perempuan dalam substansinya, struktur dan kultur? Apakah ia
justru memperkuat ketidakadilan gender pada perempuan? Dan seterusnya --tetapi juga
lebih jauh lagi, menemukan cara/strategi bagaimana hukum dapat digunakan untuk
merubah situasi perempuan menjadi lebih baik, melalui interpretasi, perubahan hukum
dan advokasi .

Dengan menggunakan kerangka feminis hukum, dalam kasus QANUN JINAYAT, kita
dapat melihat bahwa hukum sekali lagi telah gagal memperhitungkan pengalaman
perempuan, khususnya perempuan sebagai korban kejahatan seksual (gender based
violence) seperti dalam kasus perkosaan dan pelecehan seksual. Pembuatan ganun
jinayat jelas mengabaikan eksisnya konstruksi gender di masyarakat (patriarkhis)
sehingga rumusan yang dipandang ‘netral’ dapat berimplikasi tidak adil dan diksriminatif
terhadap perempuan, (pendekatan “sameness versus substantive equality”). Qanun
Jinayat pada akhirnya tidak dapat memberikan kepastian hukum dan akses keadilan bagi
korban, sejak dari rumusannya, apalagi dalam prakteknya.

Kelompok perempuan (al. LBH APIK sejak 1999) sebenarnya sudah cukup lama
mengkritisi minimnya pengaturan kejahatan seksual seperti ketentuan soal perkosaan
dan pelecehan seksual dalam KUHP maupun sistim pembuktian yang mengeluarkan
situasi perempuan dalam kasus-kasus tersebut (KUHAP). Dalam prakteknya beban
pembuktian justru ditimpakan kepada perempuan korban. Salah satu kritik utama
terhadap KUHP diarahkan pada pengaturan kejahatan seksual yang pada dasarnya
merupakan kejahatan terhadap integritas tubuh seseorang (perempuan) namun
ditempatkan (di degradasikan) dalam kejahatan terhadap kesusilaan yang tentu saja
maknanya berlawan dan berimplikasi pada pengaburan sifat kejahatan itu sendiri.
Kejahatan terhadap orang (integritas tubuhnya) direduksi sebagai kejahatan terhadap
rasa kesopanan/moralitas masyarakat. Hal ini juga terjadi pada ganun jinayat. Menjadi
lebih problematis pada kasus ganun jinayat karena moral yang dilekatkan adalah moral
(‘bersumber’) tafsir ajaran agama.

R A 1

_._..A‘l_ o

Lebih jauh dari KUHP, pada Qanun Jinayat benar-benar mengaburkan siapa korban
sesungguhnya, karena yang sebenarnya disasar adalah kepentingan moralitas itu sendiri
(victimless). Lihat pasal 10 poin a. dalam ganun jinayat, berbunyi: “Tidak dikenakan
‘Uqubat’, seseorang yang melakukan jarimah karena: a. dipaksa oleh adanya ancaman,
tekanan, kekuasaan atau kekuatan yang tidak dapat dihindari, kecuali perbuatan tersebut
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merugikan orang lain;...). Sementara dalam pengaturan soal khalwat dan ikhtilath
merupakan bentuk kriminalisasi yang berlebihan (over criminalized) dan berpotensi
repressif terutama karena ketidakjelasan batasan rumusan yang digunakan. Dampaknya
akan memperkuat ketidakadilan gender bagi perempuan. Konstruksi gender yang ada
(yang jelas timpang) telah lama mempermasalahkan (merendahkan, menyalahkan,
meminggirkan) seksualitas perempuan. Seksualitas perempuan menjadi problematis.
Dengan adanya pengaturan yang semacam itu, perempuan lebih mudah disalahkan dan
menjadi target tindakan repressif.

Sementara beberapa ketentuan (seperti perkosaan) dalam revisi KUHP telah
berkembang jauh lebih baik dari rumusan awal, --meskipun ketentuan yang lain masih
jalan di tempat (negative}--, namun perubahan di tingkat nasional ini tidak memberi
dampak positif di level aturan daerah. Di sisi lain, putusan Judicial Review (JR) dari
Mahkamah Agung sama sekali tidak mempertimbangkan permasalahan substansi dari
Qanun Jinayat yang dipersoalkan dan ‘mencari aman’ dengan berhenti pada aspek formal
procedural.

Perlu dipertanyakan sebenarnya hendak kemana arah politik hukum yang akan
dijalankan. Aturan dibuat alih-alih untuk memberdayakan, melindungi serta memberikan
akses keadilan kepada kelompok yang rentan (korban) atau justru untuk menzalimi
mereka?. Qanun Jinayat juga putusan MA hanyalah menambah deretan permasalahan
diskriminasi gender dalam sistem hukum (substansi, struktur dan kultur hukum) yang
masih menjadi tantangan bagi masyarakat sipil khususnya kelompok perempuan di
Indonesia hingga hari ini. Bagaimana menjadikan situasi ini menjadi permasalahan
bersama dan tentunya persoalan yang harus diseriusi di tingkat policy making, penegak
hukum, pemerintah dan Negara.

Di tingkat nasional, pemerintah Indonesia pada dasarnya telah meratifikasi Konvensi
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) melalui UU No.
7 Tahun 1984. Sebagai Negara peserta Konvensi, Indonesia terikat untuk melakukan
berbagai upaya penghapusan segala bentuk diskriminasi baik yang bersifat langsung
maupun tidak langsung antara lain: mengubah atau menghapus undang-undang,
peraturan-peraturan, kebiasaan dan praktek yang ada yang diskriminatif terhadap
perempuan; mencabut semua ketentuan pidana nasional yang diskriminatif serta
mengambil langkah-langkah legislatif dan lainnya yang tepat termasuk sanksi jika
diperlukan, yang melarang segala tindak diskriminasi terhadap perempuan.

Terkait implementasi Konvensi tersebut, Pemerintah harus memastikan tidak hanya
adanya equality of acces (terbuka - akses yang sama) terhadap perempuan tetapi juga
equality of opportunity (mengakomodir situasi perempuan menjadi prasyarat); dan
equality of result (hasil yang sama)seperti langkah-langkah khusus yang lebih
memberikan jaminan kepastian dan akses keadilan terhadap perempuan.

Jakarta, 06 September 2016
Ratna Batara Munti
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KEBIRI BUKAN SOLUSI
Oleh: Zakia

A. Apakah itu Kebiri Kimia

Indonesia darurat kekerasan seksual, maka untuk mengatasinya Presiden
mengesahan Perppu No. 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak pada Rabu, 25 Mei 2016.
Perppu ini mengubah dua pasal dari UU sebelumnya yakni pasal 81 dan 82, serta
menambah satu pasal 81A. Harapannya, dengan begitu beratnya hukum untuk
pemerkosa maka pelaku akan takut untuk melakukan pemerkosaan. Termuat
dalam pasal 81 ayat 7 Perppu No 6 tahun 2016, bahwa pemberatan hukuman bagi
pelaku kekerasan seksual pada anak dapat dijatuhi hukuman kebiri. Namun,
apakah hukum kebiri merupakan solusi?

Kebiri adalah
membuang penis secara
keseluruhan atau testis
dalam rangka
menghilangkan libido.
Dan kebiri kimia
merupakan  pemberian
obat antiandrogen seperti
cypoteron dengan cara
injeksi kepada tubuh
seseorang. Dengan tujuan
untuk menekan fungsi
hormon testosterone
(hormon laki-laki),
dengan maksud
menurunkan dan
menghilangkan libido.12

Pemberian
suntikan ini ditujukan
untuk para pemerkosa
yang berulangkali
melakukan kejahatannya
kepada korban yang
merupakan orang
terdekatnya yang menjadi
tanggung jawabnya untuk
melindungi korban, .
sehingga mengakibatkan dampak sangat buruk bagi korban. Asumsinya adalah
bahwa perkosaan terjadi karena pelaku tidak dapat mengontrol libidonya yang
tinggi. Maka dengan menekan dan menurunkan libido pelaku melalui injeksi obat
ke dalam tubuhnya secara berkala, maka pelaku tidak akan mengulangi kembali
perbuatannya memperkosa setelah libidonya hilang.

'2 Penjelasan Dr. Supriyatiningsih, SpOG, M.kes dalam Konferensi Pers “Mencari Keadilah
Bagi Korban Kekerasan Seksual dan Hukuman Bagi Pelaku” yang diselenggarakan oleh Save
Our Sister 31 Mei 2016
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B. Pemahman yang Keliru tentang Perkosaan

Namun pertanyaannya, benarkan seseorang memperkosa karena begitu
tidak mampunya mengendalikan libido?

Ada kesalahan berpikir kronis yang dialamai oleh sebagian masyarakat
dan pemerintah kita mengenai perkosaan. Perkosaan dianggap hanya karena
libido pelaku (laki-laki) yang tidak bisa dikontrol. Akan tetapi pada faktanya,
perkosaan adalah persoalan penundukkan seorang karena kekuasaan. Itu
mengapa dalam banyak situasi di wilayah konflik, saat militer ingin menguasi
sebuah wilayah. Maka, memperkosa, memacari kemudian menghamili, atau
mengawini dengan paksa perempuan-perempuan di wilayah tersebut menjadi
strategi yang sistematis dan terencana yang kerap dilakukan. Asumsinya,
perempuan adalah aset yang harus dilindungi laki-laki, maka jika asetnya
ditundukkan dirusak dengan cara yang keji yakni memerkosa, akan membawa
penhinaan dan malu luar biasa yang melumpuhkan laki-laki yang memilikinya.
Sebut saja kerusuhan Poso, Daerah Oprasi Militer (DOM) Aceh!3, Timor Leste,!4
Papua, !5 dll. Atau di wilayah dengan konflik agrarian, perkosaan juga kerap
dilakukan dalam menundukkan seorang untuk bisa merampas aset warga. Seperti
yang terjadi di salah satu wilayah perkebunan karet di Bengkulu. !¢ Juga kasus
Marsinah seorang buruh perempuan yang dianggap terlalu vocal dalam menuntut
keadilan bagi buruh waktu itu, kemudian diperkosa sampai mati. Atau perkosaan
tersistem pada Mei 98, juga penyiksaan seksual pada kasus 66. Semuanya itu
dilakukan untuk menunjukkan kuasa pelaku dalam rangka menguasai wilayah,
etnis, dan kelas tertentu.

Perkosaan juga bukan persoalan pakaian dan kesusilaan. Apakah begitu
seksinya tubuh molek seorang bayi, sehingga dia diperkosa seperti yang pernah
terjadi waktu lalu. Atau begitu menggodakah tubuh kendor nenek berjilbabh,
hingga dia diperkosa dalam angkot saat hendak pergi berbelanja, juga yang terjadi
waktu lalu. Atau begitu centil dan binalnyakah seorang santri putri bekerudung
besar yang selalu twaddu’ menuntut ilmu di pesantren, sehingga dia diperkosa al-
Mukarrom Kiyai yang dia hormati. Tidak ada korelasi antara Perkosaan dengan
pakaian dan kesusilaan.

Maka tidak heran mengapa banyak perkosaan dilakukan oleh orang tua
kepada anak perempuan, guru kepada murid perempuan, kiai kepada santriwati,
dosen kepada mahsiswi, atau pastor kepada jemaat perempuannya. Para korban
diperkosa bukan hanya karena dia sebagai pemilik tubuh dan vagina. Tapi korban
diperkosa karena mereka adalah anak perempuan, murid perempuan, santri
perempuan, mahasiswa perempuan, jemaat perempuan, yang secara kuasa tidak
lebih tinggi dari pelaku. Maka, perkosaan adalah persoalan relasi kuasa yang
timpang.

Jika sudah diketahui akar masalahnya adalah akibat relasi kuasa yang
tidak setara, maka solusinya adalah dengan membenahi perspektif masyarakat
tentang gender dan seksualitas. Agar tidak ada lagi yang yang berpikiran bahwa
perempuan dan seksualitasnya adalah objek seksual yang bisa dimiliki oleh orang

'3 http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol8437/kekerasan-seksual-dipakaisebagai-alat-

dalam-konflik-bersenjata
14 hitp://www.cavr-timorleste.org/chegaFiles/Chegal-Ringkasan-Eksekutip.pdf
'S https:.//www.hrw.org/sites/default/files/reports/papua0707ba_0.pdf

6 Hasil dampingan KOMPAK (Komite Mahasiswa dan Pemuda Anti Kekerasan) tahun 2012
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yang berkuasa (laki-laki). Tidak ada yang berpikiran bahwa perempuan adalah
manusia kelas dua yang lemah yang harus dilindungi oleh laki-laki. Sehingga
memperkosa perempuan adalah simbol penundukkan terhadap laki-laki yang
memilikinya.

Efektifitas Kebiri Kimia

Secara klinis penyuntikkan obat secara berkala yang bertujuan untuk
menekan dan menurunkan fungsi hormon testosteron ini diyakini berefek
samping buruk. Meskipun efek samping ini masih menjadi perdebatan, namun
kalangan medis Amerika sepakat akan timbul efek samping jika suntikan ini
dihentikan. 17 Senada dengan hal tersebut Ikatan Dokter Indonesia (IDI)
meyatakan bahwa kebiri kimia melanggar sumpah dan kode etik dokter yang
mengutamaka kesehatan pasien. Karena fungsi hormone testosterone adalah
untuk metabolisme terkait tulang, yang jika dihilangkan fungsinya maka akan
terjadi pengeroposan tulang pada pelaku.1® Maka kebiri kimia dilihat dari dampak
negatifnya kepada terhukum menjadikan hukuman ini melanggar International
Convenant on Civil and Political Rights (Konvenan Internasional tentang Hak- Hak
Sipil dan Politik) yang diratifikasi melalui UU No 12 Tahun 2005 dan Convention
Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or
Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman
Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia) yang
diratifikasi melalui UU No 5 Tahun 1998. Hukum yang keji terhadap pelaku
namun absen memikirkan Kkelanjutan nasib korban. Negara mengalokasikan
anggaran untuk pelaku namun sama sekali tidak untuk korban.

Kebiri kimia ini merupakan hukuman reaktif dan gegabah di tengah
maysrakat dan Negara yang marah dengan maraknya kasus kekerasan seksual,
namun frustasi dengan sistem penegakkan hukum yang berjalan di Indonesia.
Reaksi serupa juga pernah terjadi di India pada tahun 2010, setelah geng rape
terhadap seorang perempuan sampai meninggal dunia yang menuai amarah luar
biasa dari masyarakat. Kemudian pemerintah India merumuskan akan
memberlakukan hukum kebiri bagi pelaku pemerkosa. Namun, akhirnya ini
dikritik habis karena tidak efektif dan tidak menyelelesaikan persoalan. Karena
pada dasarnya perkosaan bukan hanya masalah libido belaka, maka mengatasi
perkosaan dengan menekan libido bukanlah solusi. Secara psikologis kebiri kimia
memberikan tekanan yang berat kepada laki-laki terhukum. Dendam, rasa marah,
dan putus asa adalah dampak dari hukum yang tidak memanusiakan ini,
mengakibatkan kemungkinan bagi pelaku untuk kembali melakukan perkosaan
seksual dengan benda-benda lain selain penis sebagai reaksi dari setumpuk
keputusasaannya. Seperti yang terjadi di Australia pada tahun 2010, seorang
pelaku pemerkosaan kembali dihukum karena melakukan perkosaan kembali
setelah sebelumnya mendapat hukuman kebiri kimia untuk kasus yang sama.1?

Dilihat dari mekanisme pelaksanaan hukuman kebiri kimia, pelaksanaan
yang terus menerus dalam jangka panjang memerlukan konsistensi dan
membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Selain itu, juga memerlukan banyak
sumber daya yang berkomitmen untuk melakukannya. Namun bagaimana bisa
dilakukan jika sebagian besar dokter yang terkumpul dalam lkatan Dokter
Indonesia (IDI) menolak untuk melakukan hukuman tidak manusiawi ini.

7 http:/ficjr.or.id/data/wgcontent/uploads/2016/02/Menguiji-Eforia-Kebiri. pdf

'8 http://news.detik.com/berita/3219816/idi-tidak-ada-jaminan-kebiri-kimia-bisa-hentikan-
penyimpangan-seksual

"9 http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2016/02/Menguji-Eforia-Kebiri.pdf
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Kedaulatan Perempuan Atas Seksualitas

Sehingga dapat dikatakan, Perppu No.6 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, tidak
akan efektif untuk menyelesaikan persoalan kekerasan seksual yang semakin
darurat.

Persoalan lain dari Perppu ini adalah, pemerintah juga seakan amnesia
bahwa korban perkosaan bukan hanya anak, tapi banyak terjadi juga pada
perempuan baik anak atau usia dewasa. Dengan disahkannya perppu ini
pemerintah seakan melakukan diskriminasi terhadap perempuan dewasa korban
perkosaan, yang juga membutuhkan penanganan khusus dan serius.

Proses pembahasan sampai pada pengesahan perppu tentang
pemberatan hukuman bagi pemerkosa anak inipun, menurut salah seorang
Kommisioner Komnas Perempuan dalam diskusi “Selaras Paham Lawan
Kekerasan Seksual” yang diselenggarakan oleh Liberty Study mengatakan, bahwa
pemerintah sama sekali tidak mendiskusikannya bersama NJO Perempuan dan
anak pengada layanan, yang bersentuhan langsung dengan kasus dan korban
setiap harinya. Pemerintah mengabaikan sederet rekomendasi penyelesaian
kasus perkosaan berdasarkan hasil riset dari berbagai pihak yakni gerakan
perempuan pengada layanan, masyarakat sipil, dan ahli. Jadi sangat jelas jika
pemberatan hukum kebiri bagi pemerkosa anak dirumuskan dan disahkan dalam
Perppu nomor 6 tahun 2016 ini hanya berdasarkan emosi reaktif yang gegeabah
tanpa melalui proses penelitian terlebih dahulu.

Rekomendasi

1. Segera membahas dan mengesahkan UU Kekerasan Seksual yang secara
komprehesip mengatur tentang persoalan kekerasan seksual dari hulu ke
hilir.

2. Memberikan pendidikans gender dan seksualitas sedini mungkin yang masuk
dalam pendidikan formal.

3. Mengkampanyekan keadilan gender dan anti perkosaan

4. Memberi pendidikan pada aparat penegak hukum agar memiliki sensitivitas
pada korban perkosaan dan memiliki komitmen untuk memberi keadilan
pada korban.

5. Membenahi dan memaksimalkan mekanisme penegakkan hukum yang
berkeadilan bagi korban perkosaan.
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